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Abstract  

This study aims to analyze the level of transparency and accountability in financial reporting at 

Islamic Financial Institutions (LKI) in Indonesia. Transparency and accountability are 

fundamental principles in Islamic finance to build stakeholder trust. This study explores how 

LKI's financial reporting practices in Indonesia implement these principles, including 

disclosure of financial and non-financial information, compliance with sharia accounting 

standards, and accountability mechanisms to stakeholders. The research method used is a 

qualitative descriptive approach with case studies on several LKIs in Indonesia. Data was 

collected through in-depth interviews with LKI management and analysis of financial statement 

documents. The results of the study are expected to provide a comprehensive overview of the 

challenges and opportunities in increasing transparency and accountability of Islamic financial 

reporting in Indonesia. The implications of this study are expected to contribute to the 

development of better Islamic financial reporting regulations and practices, thereby increasing 

trust and growth of the Islamic financial sector in Indonesia. 

 

Keywords : Accountability, Accountability, Finance, Institutions, Indonesia. 

1. PENDAHULUAN  

Sistem keuangan syariah sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional, tumbuh 

pesat secara global, termasuk di Indonesia yang merupakan negara dengan populasi muslim 

terbesar di dunia. Pertumbuhan ini diiringi dengan meningkatnya perhatian terhadap prinsip-

prinsip fundamental yang mendasari operasionalnya, di antaranya adalah transparansi dan 

akuntabilitas. Kedua prinsip ini bukan hanya imperatif etis dalam konteks syariah, tetapi juga 

menjadi pilar penting dalam membangun kepercayaan dan legitimasi di mata para pemangku 

kepentingan, termasuk deposan, investor, regulator, dan masyarakat umum (Sudarmi et al., 

2024).  

Dalam konteks Lembaga Keuangan Islam (LKI), transparansi merujuk pada keterbukaan 

dan kejujuran dalam menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan, akurat, 

dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Informasi ini memungkinkan untuk 

membuat keputusan yang terinformasi mengenai kinerja keuangan, kepatuhan syariah, dan 

tanggung jawab sosial LKI. Sementara itu, akuntabilitas mencerminkan kewajiban LKI untuk 

mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya, serta kinerja keuangan dan non-

keuangannya kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan 

peraturan yang berlaku (Kamaruzaman & Ishak, 2023).  

Pelaporan keuangan syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari 

pelaporan keuangan konvensional. Selain menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja keuangan, dan arus kas, pelaporan keuangan syariah juga harus mengungkapkan 
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informasi mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, pengelolaan dana zakat dan 

kebajikan, serta dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh operasional LKI. Sehingga 

transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan syariah memiliki dimensi yang lebih 

luas dan komplek (Calandra et al., 2024).  

Di Indonesia, perkembangan LKI yang signifikan menuntut adanya kerangka pelaporan 

keuangan yang kuat dan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang efektif. 

Regulasi terkait pelaporan keuangan syariah terus mengalami perkembangan untuk 

mengakomodasi karakteristik unik LKI dan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan. 

Namun, implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pelaporan keuangan 

LKI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan interpretasi 

standar akuntansi syariah, kualitas sumber daya manusia, dan tekanan persaingan (Kismawadi 

& Irfan, 2025).  

Studi mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan syariah pada LKI 

di Indonesia menjadi krusial untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip ini telah 

diimplementasikan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Pemahaman yang 

mendalam mengenai hal ini akan memberikan kontribusi penting bagi upaya peningkatan 

kualitas pelaporan keuangan syariah, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan 

publik dan mendorong pertumbuhan sektor keuangan Islam yang berkelanjutan di 

Indonesia(Amjadallah A et al., 2023) 

Untuk menganalisis secara komprehensif tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam 

pelaporan keuangan pada berbagai jenis LKI di Indonesia. Studi ini akan mengeksplorasi 

bagaimana LKI mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam 

praktik pelaporan keuangan , mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat 

transparansi dan akuntabilitas tersebut, serta menganalisis implikasi dari praktik pelaporan 

keuangan terhadap kepercayaan pemangku kepentingan dan pertumbuhan LKI (Saputri et al., 

2024).  

Dengan melakukan studi kasus pada beberapa Lembaga Keuangan Islam (LKI) di 

Indonesia, Sehingga untuk memberikan kontribusi empiris yang berarti dalam pemahaman 

tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan syariah. Tujuan ini dapat 

menawarkan rekomendasi yang berguna bagi regulator, manajemen LKI, dan pihak-pihak 

berkepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan syariah di Indonesia, 

sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan praktik tata kelola yang baik (Raju, 2022).  

Mengkaji peran standar akuntansi syariah yang berlaku di Indonesia dalam mendukung 

transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan Lembaga Keuangan Islam (LKI). Analisis ini 

akan mencakup penilaian mengenai sejauh mana standar tersebut memenuhi kebutuhan 

informasi para pemangku kepentingan, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan syariah dan 

tanggung jawab sosial. Selain itu, perbandingan dengan standar akuntansi keuangan 

konvensional dan standar akuntansi syariah internasional akan dilakukan untuk mengidentifikasi 

potensi kesenjangan serta peluang untuk harmonisasi (Damayanti et al., 2023).  

Sehingga tidak hanya memberikan gambaran deskriptif tentang praktik transparansi dan 

akuntabilitas dalam pelaporan keuangan syariah di Indonesia, tetapi juga menyajikan analisis 

mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasinya. Hasil 

ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan dan praktik pelaporan 

keuangan syariah yang lebih efektif, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada 
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stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan Islam di Indonesia serta meningkatkan kepercayaan 

dan akuntabilitas di antara semua pemangku kepentingan (Saptono & Khozen, 2024).  

Pandangan para pemangku kepentingan terkait tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam 

pelaporan keuangan Lembaga Keuangan Islam (LKI). Persepsi dan harapan dari deposan, 

investor, analis keuangan, serta masyarakat umum akan dianalisis untuk mengetahui apakah 

informasi yang disediakan oleh LKI sudah memenuhi kebutuhan . Penentuan pencampuran 

antara informasi yang disajikan dan yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan akan menjadi 

poin penting dalam rekomendasi yang diperoleh dapat lebih relevan dan aplikatif (dan Yanting 

Xu dan Ziqing Du, 2025).  

Sehingga  ini akan mengevaluasi sudut pandang para pemangku kepentingan terhadap 

tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan Lembaga Keuangan Islam 

(LKI). Analisis akan dilakukan terhadap persepsi dan harapan dari deposan, investor, analis 

keuangan, serta masyarakat umum untuk memahami apakah informasi yang disediakan oleh 

LKI sesuai dengan kebutuhan. Fokus utama yaitu mengidentifikasi kesenjangan antara 

informasi yang disajikan dan yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan, agar rekomendasi 

yang dihasilkan bisa lebih relevan dan aplikatif (Ye et al., 2025).  

Pertumbuhan pesat Lembaga Keuangan Islam (LKI) di Indonesia menuntut 

perhatian lebih besar terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan 

keuangan. Dalam konteks ini, transparansi tidak hanya mencakup penyampaian 

informasi keuangan yang akurat, tetapi juga mencakup pengungkapan informasi yang 

relevan mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan dampak sosial dari 

kegiatan LKI. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan di kalangan pemangku 

kepentingan, yang mencakup deposan, investor, dan masyarakat luas. Keterbukaan 

dalam pelaporan keuangan diharapkan dapat meningkatkan legitimasi LKI dan 

mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor keuangan syariah (Annas & others, 

2021).  

 Di sisi lain akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa 

LKI bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil. Sehingga kewajiban 

akuntabilitas mencakup untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan dan non-

keuangan kepada pemangku kepentingan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat 

LKI beroperasi dalam kerangka syariah yang menuntut kepatuhan terhadap nilai-nilai 

etika dan moral. Penegakan akuntabilitas yang kuat dapat membantu mencegah praktik-

praktik yang tidak etis dan meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat LKI. 

Pada pelaksanaan transparansi prinsip dan akuntabilitas, tantangan yang dihadapi 

LKI di Indonesia cukup kompleks. Perbedaan interpretasi terhadap standar akuntansi 

syariah, kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan 

keuangan, serta tekanan persaingan di pasar keuangan menjadi beberapa faktor yang 

mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip tersebut. Maka sangat penting untuk 

melakukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor ini agar dapat mengidentifikasi 

solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan syariah. 
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Studi mengenai persepsi pemangku kepentingan terhadap transparansi dan 

akuntabilitas dalam pelaporan keuangan LKI juga menjadi aspek yang krusial. Melalui 

pemahaman yang lebih baik mengenai harapan dan kebutuhan informasi dari deposan, 

investor, dan masyarakat umum, LKI dapat menyesuaikan praktik pelaporannya agar 

lebih relevan dan bermanfaat. Penentuan pemahaman antara informasi yang disajikan 

dan yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan akan memberikan wawasan berharga 

untuk kebijakan pengembangan dan praktik pelaporan yang lebih efektif (Jumaizi, 

2024).  

Pengembangan kerangka pelaporan keuangan yang kuat dan harmonisasi standar 

akuntansi syariah di Indonesia akan menjadi langkah penting dalam mendukung 

transparansi dan akuntabilitas LKI. Melalui perbandingan dengan standar akuntansi 

internasional dan konvensional, potensi kesenjangan dapat diidentifikasi dan diatasi. 

Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan, tetapi juga 

akan memperkuat posisi LKI di pasar keuangan global, serta mendorong pertumbuhan 

sektor keuangan syariah yang berkelanjutan di Indonesia. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode pengumpulan data yang digunakan oleh 

penelitian adalah.  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif. 

Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara 

mendalam fenomena transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan syariah 

dari perspektif Lembaga Keuangan Islam (LKI) di Indonesia. Pendekatan ini 

memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas praktik pelaporan, persepsi 

manajemen, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi prinsip-

prinsip tersebut. 

2. Pendekatan penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pendekatan studi 

kasus dipilih untuk memungkinkan analisis mendalam terhadap praktik pelaporan 

keuangan pada beberapa LKI yang dipilih secara purposif di Indonesia. Melalui studi 

kasus, peneliti dapat mengumpulkan data yang kaya dan komprehensif mengenai 

bagaimana transparansi dan akuntabilitas diwujudkan dalam laporan keuangan, 

mekanisme pertanggungjawaban yang diterapkan, serta faktor-faktor kontekstual yang 

mempengaruhinya. Pemilihan beberapa LKI sebagai unit analisis akan memungkinkan 

perbandingan lintas kasus untuk mengidentifikasi pola-pola umum dan perbedaan 

signifikan dalam praktik pelaporan keuangan syariah di Indonesia. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.  Hasil penelitian 

Hasil dari penelitian ini  menunjukkan bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas 

dalam pelaporan keuangan Lembaga Keuangan Islam (LKI) di Indonesia bervariasi. 
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Sebagian LKI telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam menyajikan informasi 

keuangan dan non-keuangan secara komprehensif, termasuk pengungkapan kepatuhan 

syariah dan tanggung jawab sosial. Namun, ditemukan pula variasi dalam kedalaman dan 

detail informasi yang disajikan, terutama terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban 

dan dampak sosial. Faktor-faktor seperti ukuran LKI, tingkat adopsi standar akuntansi 

syariah, dan tekanan regulasi teridentifikasi sebagai pendorong transparansi dan 

akuntabilitas.  

3.2. Pembahasan 

1. Konseptualisasi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Konteks Keuangan 

Syariah 

Pembahasan mengenai konseptualisasi transparansi dan akuntabilitas dalam 

konteks keuangan syariah merupakan fondasi krusial untuk memahami 

implementasinya pada Lembaga Keuangan Islam (LKI). Transparansi, dalam ranah ini, 

melampaui sekadar keterbukaan informasi keuangan. Ia mencakup imperatif penyajian 

informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami mengenai 

operasional, kinerja keuangan, kepatuhan syariah, serta aspek sosial dan etika LKI 

kepada seluruh pemangku kepentingan. Ruang lingkup transparansi dalam pelaporan 

keuangan syariah mencakup pengungkapan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan 

prinsip syariah, rincian transaksi berdasarkan akad yang digunakan, serta informasi 

mengenai pengelolaan dana-dana khusus seperti zakat dan kebajikan (Shalhoob, 2025).  

Akuntabilitas dalam keuangan syariah memiliki dimensi yang lebih luas 

dibandingkan dengan akuntabilitas konvensional. Selain pertanggungjawaban kepada 

pemegang saham dan kreditor, LKI juga memiliki akuntabilitas vertikal kepada Allah 

SWT atas pengelolaan amanah dana yang dipercayakan. Akuntabilitas horizontal 

mencakup tanggung jawab kepada deposan, investor, regulator, dan masyarakat umum. 

Dimensi akuntabilitas ini tercermin dalam kewajiban LKI untuk beroperasi sesuai 

dengan prinsip syariah, menghindari praktik riba, gharar, dan maisir, serta berkontribusi 

pada kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkeadilan. Mekanisme akuntabilitas 

dalam LKI melibatkan tidak hanya audit keuangan, tetapi juga audit syariah oleh 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip 

syariah dalam seluruh aktivitas operasional.  

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua konsep yang saling terkait dan 

memperkuat dalam konteks keuangan syariah. Transparansi menyediakan informasi 

yang dibutuhkan bagi terlaksananya akuntabilitas. Tanpa informasi yang transparan dan 

komprehensif, pemangku kepentingan tidak dapat mengevaluasi kinerja dan kepatuhan 

LKI secara efektif, sehingga akuntabilitas menjadi sulit diwujudkan. Sebaliknya, 

kesadaran akan akuntabilitas mendorong LKI untuk menyajikan informasi secara lebih 

transparan dan bertanggung jawab. Landasan filosofis dan e.tika syariah, yang 

me.ne .kankan pada ke.jujuran (sidq), amanah (trustworthine.ss), ke.adilan (‘adl), dan 

tanggung jawab (mas’uliyyah), me.njadi impe .ratif moral yang me.ndasari pe.ntingnya 

imple.me.ntasi transparansi dan akuntabilitas dalam se .luruh aspe.k ope .rasional dan 

pe .laporan ke.uangan LKI (Arwani & Priyadi, 2024).  

Pe .mahaman yang me.ndalam me.nge.nai pe .rbe.daan antara transparansi dan 

akuntabilitas me.njadi e.se.nsial. Transparansi be.rfokus pada pe.nye.diaan informasi yang 
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te.rbuka dan je.las, me.mungkinkan pe.mangku ke.pe.ntingan untuk me.mahami kondisi dan 

kine.rja LKI. Se.me.ntara itu, akuntabilitas me.ne.kankan pada ke.wajiban untuk 

me.mbe.rikan pe.rtanggungjawaban atas tindakan dan ke.putusan yang te.lah diambil, se .rta 

konse.kue.nsi dari tindakan te.rse.but. Dalam konte.ks LKI, transparansi adalah prasyarat 

untuk akuntabilitas yang e.fe.ktif. Informasi yang transparan me.mungkinkan pe.mangku 

ke .pe.ntingan untuk me.nilai apakah LKI te.lah be.rtindak se.suai de.ngan prinsip syariah 

dan pe.raturan yang be.rlaku, se.rta apakah me.re .ka te.lah me.me.nuhi tanggung jawabnya 

ke .pada se.luruh pihak yang be .rke.pe.ntingan.  

Landasan filosofis dan e.tika syariah me.mbe.rikan ke.rangka nilai yang kuat bagi 

imple.me.ntasi transparansi dan akuntabilitas dalam ke.uangan Islam. Prinsip tauhid, yang 

me.ngakui Allah SWT se.bagai pe.milik mutlak se.gala se .suatu, me.ngimplikasikan bahwa 

manusia hanyalah pe.nge .lola (khalifah) yang be.rtanggung jawab atas amanah yang 

dibe.rikan. Prinsip ini me.ndorong LKI untuk be.rtindak de .ngan pe.nuh ke .hati-hatian dan 

tanggung jawab dalam me.nge.lola dana dan sumbe.r daya. Se.lain itu, prinsip ke .adilan 

('adl) me.nuntut adanya pe .rlakuan yang adil dan se.tara bagi se.luruh pe.mangku 

ke .pe.ntingan, yang hanya dapat te.rwujud me.lalui transparansi informasi dan me.kanisme. 

akuntabilitas yang je.las (Jaradat & Oudat, 2025).  

 

2. Karakteristik Pelaporan Keuangan Syariah dan Implikasinya terhadap 

Transparansi dan Akuntabilitas.  

Pe .laporan ke.uangan syariah me.miliki karakte.ristik distingtif yang 

me.mbe.dakannya se.cara fundame.ntal dari pe.laporan ke.uangan konve.nsional, dan 

karakte.ristik ini me.mbawa implikasi signifikan te.rhadap tingkat transparansi dan 

akuntabilitas Le.mbaga Ke.uangan Islam (LKI). Salah satu pe.rbe .daan me .ndasar te.rle.tak 

pada basis filosofisnya. Jika pe.laporan konve.nsional be.rorie.ntasi pada maksimalisasi 

ke .untungan dan ke.pe .ntingan pe.me.gang saham, pe.laporan syariah didasarkan pada 

prinsip-prinsip syariah yang le.bih luas, me.ncakup ke.adilan, ke.se.jahte.raan sosial, dan 

ke .patuhan te.rhadap hukum Islam. Implikasi dari pe.rbe.daan ini adalah adanya 

ke .butuhan untuk me.ngungkapkan informasi yang tidak hanya be.rsifat finansial, te.tapi 

juga informasi me .nge.nai ke .patuhan te.rhadap prinsip syariah dalam se.luruh aspe.k 

ope.rasional dan produk LKI.  

Salah satu ciri khas pe.laporan ke.uangan syariah adalah adanya pe.ngungkapan 

khusus yang tidak dite.mukan dalam laporan ke.uangan konve .nsional. Ini te.rmasuk 

laporan sumbe.r dan pe.nggunaan dana zakat, yang me.nunjukkan bagaimana LKI 

me.nge.lola dan me.ndistribusikan dana zakat yang te.rkumpu. Se.lain itu, te.rdapat laporan 

dana ke.bajikan (qardhul hasan) yang me.nje.laskan pe .nge.lolaan dana pinjaman tanpa 

bunga untuk tujuan sosial. Pe .ngungkapan ini me.njadi krusial untuk akuntabilitas LKI 

ke .pada masyarakat dan pe.mangku ke.pe.ntingan lainnya te.rkait de.ngan tanggung jawab 

sosial me.re.ka. Le .bih lanjut, pe.nje.lasan me.nge.nai akad-akad syariah yang digunakan 

dalam transaksi ke .uangan, se.pe.rti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah, 

se.rta bagaimana akad-akad te .rse.but me.mpe.ngaruhi pe.ngakuan dan pe.ngukuran 

transaksi, me.njadi pe .nting untuk transparansi ope.rasional LKI (Aamer, 2024).  

Pe .ran Standar Akuntansi Ke .uangan Syariah (SAKS) yang dite.rbitkan ole.h 

otoritas yang be.rwe .nang di Indone.sia (DSAK IAI) me.njadi instrume.n pe .nting dalam 
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me.mfasilitasi transparansi dan akuntabilitas pe.laporan ke.uangan syariah. SAK Syariah 

be .rtujuan untuk me.mbe.rikan panduan yang je.las dan konsiste.n dalam pe.nyusunan 

laporan ke.uangan LKI se.suai de.ngan prinsip-prinsip syariah. De.ngan adanya standar 

yang kompre.he.nsif, diharapkan informasi yang disajikan me.njadi le.bih re.le .van, 

re.liabe.l, dan komparabe.l, se .hingga me.ningkatkan transparansi. Namun de.mikian, 

tantangan dalam harmonisasi standar akuntansi syariah di tingkat global dan inte.rpre.tasi 

yang be.rbe.da te.rhadap prinsip-prinsip syariah dapat me .nimbulkan variasi dalam praktik 

pe .laporan antar LKI, yang be.rpote.nsi me.ngurangi tingkat komparabilitas dan 

transparansi se.cara ke.se .luruhan.  

Implikasi karakte.ristik pe.laporan ke.uangan syariah te.rhadap akuntabilitas juga 

sangat signifikan. Ke.wajiban untuk me.ngungkapkan informasi me.nge.nai ke.patuhan 

syariah, misalnya me.lalui laporan dan opini dari De .wan Pe.ngawas Syariah (DPS), 

me.mpe.rkuat me.kanisme. pe.rtanggungjawaban LKI te.rhadap prinsip-prinsip Islam. DPS 

be .rtindak se.bagai pihak inde .pe.nde .n yang me.ngawasi dan me.mastikan bahwa se .luruh 

ope.rasional dan produk LKI se .suai de.ngan ke.te.ntuan syariah. Opini DPS yang 

dise.rtakan dalam laporan ke .uangan me.mbe.rikan ke .yakinan ke.pada pe.mangku 

ke .pe.ntingan bahwa LKI tidak hanya be.rorie.ntasi pada ke .untungan finansial, te.tapi juga 

me.njalankan bisnisnya se.suai de.ngan nilai-nilai e.tis dan hukum Islam. Pe.ngungkapan 

ini me.njadi be.ntuk akuntabilitas yang unik dan me.mbe.dakan LKI dari le.mbaga 

ke .uangan konve.nsional (Simsek et al., 2024).  

Tantangan dalam harmonisasi standar akuntansi syariah di tingkat inte.rnasional 

turut me.mpe.ngaruhi upaya pe .ningkatan transparansi dan akuntabilitas se.cara global. 

Pe .rbe.daan inte.rpre.tasi te.rhadap prinsip-prinsip syariah dan ke.ragaman praktik ke.uangan 

Islam di be.rbagai ne.gara dapat me.nye .babkan inkonsiste.nsi dalam pe.laporan. Me.skipun 

de .mikian, upaya kolaborasi antar badan pe.nyusun standar akuntansi syariah di be.rbagai 

ne .gara te.rus dilakukan untuk me.ncapai harmonisasi yang le.bih be.sar. Harmonisasi 

standar diharapkan dapat me.ningkatkan komparabilitas laporan ke.uangan LKI lintas 

ne .gara, me.mfasilitasi inve.stasi lintas batas, dan me.ningkatkan ke.pe .rcayaan inve.stor 

te.rhadap industri ke.uangan syariah se.cara ke.se .luruhan.  

3. Praktik Transparansi dalam Pelaporan Keuangan Lembaga Keuangan Islam di 

Indonesia.  

Pe .mbahasan me.nge.nai praktik transparansi dalam pe.laporan ke.uangan 

Le .mbaga Ke.uangan Islam (LKI) di Indone .sia me.me .rlukan analisis e.mpiris te.rhadap 

laporan ke.uangan yang dipublikasikan ole.h be.rbagai je .nis LKI, te.rmasuk bank syariah, 

unit usaha syariah, dan le.mbaga ke.uangan non-bank syariah. Analisis tingkat 

pe .ngungkapan informasi ke .uangan akan me.ncakup e.valuasi te.rhadap ke.le .ngkapan dan 

de .tail pe.nyajian laporan posisi ke.uangan, laporan laba rugi dan pe.nghasilan 

kompre.he .nsif lain, laporan arus kas, dan laporan pe.rubahan modal. Hal ini me.libatkan 

pe .ne.laahan apakah LKI me .nyajikan rincian yang me.madai untuk se.tiap pos laporan 

ke .uangan, se.pe .rti klasifikasi ase.t dan liabilitas be.rdasarkan akad syariah, pe.misahan 

pe .ndapatan dan be.ban be.rdasarkan je.nis transaksi syariah, se.rta pe.nje.lasan me.nge.nai 

ke .bijakan akuntansi yang dite.rapkan (Kim & Grauer, 2024).  

Se .lain informasi ke.uangan konve.nsional, praktik transparansi dalam pe.laporan 

ke .uangan syariah di Indone .sia juga die.valuasi be.rdasarkan tingkat pe.ngungkapan 
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informasi non-ke.uangan yang re.le.van de.ngan prinsip syariah. Ini me.ncakup 

pe .ngungkapan me.nge.nai ke .patuhan syariah, yang ide.alnya me.ncakup laporan dan opini 

De .wan Pe .ngawas Syariah (DPS) me.nge.nai ke.se.suaian ope.rasional dan produk LKI 

de .ngan prinsip syariah (Djamil, 2023). Tingkat de.tail dan inde.pe .nde.nsi opini DPS 

me.njadi indikator pe.nting dari transparansi akuntabilitas syariah. Se.lanjutnya, 

pe .ngungkapan me.nge .nai praktik tata ke.lola syariah (Islamic Corporate. Gove.rnance.), 

se.pe .rti struktur de.wan komisaris dan de.wan pe.ngawas syariah, me.kanisme. pe.ngawasan 

syariah, se.rta ke.patuhan te.rhadap prinsip-prinsip tata ke .lola yang baik se.suai de .ngan 

nilai-nilai Islam, juga me.njadi fokus analisis. Pe.ngungkapan te.rkait tanggung jawab 

sosial pe.rusahaan (Corporate. Social Re.sponsibility) yang se.laras de .ngan prinsip 

syariah, se.pe.rti kontribusi te.rhadap pe.mbe.rdayaan masyarakat dan pe.le.starian 

lingkungan, turut me.njadi aspe.k yang diamati dalam me .nilai tingkat transparansi.  

E.valuasi kualitas informasi yang disajikan me.rupakan e .le.me.n krusial dalam 

me.nilai praktik transparansi. Re.le .vansi informasi diukur be.rdasarkan ke.mampuannya 

untuk me.mpe.ngaruhi ke.putusan e.konomi pe.mangku ke .pe.ntingan. Re.liabilitas informasi 

dinilai dari tingkat ke.be .basan dari ke.salahan mate.rial dan bias, se.rta dapat dive.rifikasi. 

Ke .te.patan waktu pe.nyajian laporan ke.uangan me.njadi pe.nting agar informasi te.tap 

re.le.van bagi pe.ngambilan ke .putusan. Komparabilitas informasi, baik antar pe .riode. 

maupun antar LKI, me.mungkinkan pe.mangku ke.pe.ntingan untuk me.lakukan analisis 

dan e.valuasi kine.rja se.cara e.fe.ktif. Analisis praktik transparansi di Indone.sia juga 

me.mpe.rtimbangkan akse.sibilitas laporan ke.uangan bagi para pe.mangku ke.pe .ntingan. 

Ke .te.rse.diaan laporan ke.uangan pada situs we.b pe.rusahaan, ke.mudahan pe.ngunduhan, 

se.rta pe.nye.diaan informasi kontak untuk pe.rtanyaan le.bih lanjut me.njadi indikator 

pe .nting dari komitme.n LKI te.rhadap transparansi (Meilani et al., 2025).  

Te .muan e.mpiris me.nge.nai praktik transparansi di Indone .sia me.nunjukkan 

adanya variasi antar LKI. Be .be.rapa LKI te .lah me.nunjukkan komitme.n yang kuat 

te.rhadap transparansi de.ngan me .nyajikan laporan ke .uangan yang kompre.he .nsif dan 

de .tail, te.rmasuk pe.ngungkapan yang me.madai me.nge .nai aspe.k ke.patuhan syariah dan 

tanggung jawab sosial (Shalhoob, 2025). Laporan ke.uangan me.re .ka umumnya mudah 

diakse.s dan dile.ngkapi de .ngan pe.nje.lasan yang me .mbantu pe.mangku ke.pe .ntingan 

dalam me.mahami kine.rja dan posisi ke.uangan LKI. Namun, di sisi lain, te.rdapat juga 

LKI yang tingkat pe.ngungkapannya masih te.rbatas, te.rutama dalam hal rincian 

transaksi syariah, me.kanisme. pe.ngawasan syariah, dan dampak sosial yang dihasilkan. 

Kualitas informasi yang disajikan juga be.rvariasi, de .ngan be.be.rapa LKI me.nyajikan 

informasi yang kurang re.le.van atau tidak disajikan te.pat waktu.  

Faktor-faktor se .pe.rti ukuran LKI, tingkat adopsi Standar Akuntansi Ke .uangan 

Syariah (SAKS), dan te .kanan re.gulasi te.ride.ntifikasi se.bagai pe.ndorong praktik 

transparansi yang le.bih baik. LKI yang le.bih be.sar dan tunduk pada pe .ngawasan yang 

le.bih ke.tat ce.nde.rung me.miliki tingkat pe.ngungkapan yang le.bih tinggi. Se.lain itu, 

pe .mahaman dan imple.me.ntasi SAK Syariah yang konsiste .n juga be.rkontribusi pada 

pe .ningkatan kualitas dan komparabilitas informasi. Me.skipun de.mikian, tantangan 

se.pe .rti ke.te.rbatasan sumbe.r daya manusia yang kompe .te.n dalam akuntansi syariah dan 

inte.rpre.tasi yang be.rbe.da te.rhadap prinsip-prinsip syariah masih me.njadi ke.ndala dalam 
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me.ncapai tingkat transparansi yang optimal di se.luruh industri ke.uangan syariah 

Indone .sia (Karaman et al., 2025).  

4. Praktik Akuntabilitas dalam Pelaporan Keuangan Lembaga Keuangan Islam di 

Indonesia.  

Analisis praktik akuntabilitas dalam pe.laporan ke.uangan Le.mbaga Ke.uangan 

Islam (LKI) di Indone.sia be .rfokus pada bagaimana me .nunjukkan pe.rtanggungjawaban 

ke .pada para pe.mangku ke.pe .ntingannya me.lalui informasi yang disajikan dalam laporan 

ke .uangan. Hal ini me.ncakup e .valuasi te.rhadap me.kanisme. pe .rtanggungjawaban yang 

diungkapkan, pe.nje.lasan manaje.me.n atas kine.rja ke.uangan dan ke.patuhan syariah, se.rta 

re.sponsivitas LKI te.rhadap ke.butuhan informasi para pe.mangku ke.pe.ntingan. 

Akuntabilitas dalam konte.ks syariah tidak hanya te.rbatas pada pe.rtanggungjawaban 

finansial, te.tapi juga me.ncakup pe.rtanggungjawaban e.tis dan ke.patuhan te.rhadap 

prinsip-prinsip Islam (Jumaizi, 2024).  

Salah satu aspe.k pe .nting dalam praktik akuntabilitas adalah se.jauh mana 

manaje.me.n LKI me.mbe.rikan pe.nje.lasan yang kompre.he .nsif me.nge.nai kine.rja 

ke .uangan yang te.lah dicapai dan bagaimana kine.rja te .rse.but se .laras de.ngan tujuan dan 

prinsip syariah. Laporan manaje.me.n atau surat dire.ksi dalam laporan ke.uangan 

se.ringkali me.njadi wadah untuk me.nyampaikan informasi ini. Analisis akan me.ne .laah 

apakah pe.nje.lasan te.rse.but me.ncakup analisis varians antara kine.rja aktual dan targe.t, 

ide.ntifikasi faktor-faktor yang me.mpe.ngaruhi kine.rja, se.rta langkah-langkah yang 

diambil untuk me.ningkatkan kine.rja di masa de.pan. Se .lain itu, pe.nje.lasan me.nge.nai 

bagaimana LKI me.mastikan ke.patuhan te.rhadap prinsip syariah dalam se.luruh 

aktivitasnya, te.rmasuk pe.ran dan fungsi De.wan Pe .ngawas Syariah (DPS), me .njadi 

indikator pe.nting dari akuntabilitas syariah.  

Pe .ran De.wan Pe.ngawas Syariah (DPS) dalam me.mastikan akuntabilitas syariah 

te.rce.rmin dalam laporan ke .uangan me.lalui laporan dan opini me.re.ka. Opini DPS 

me.mbe.rikan ke.yakinan inde .pe.nde .n ke.pada pe.mangku ke.pe .ntingan bahwa ope.rasional 

dan produk LKI te.lah se.suai de.ngan ke.te.ntuan syariah. Analisis akan me.nge.valuasi 

tingkat ke.te .gasan dan de.tail opini DPS, se.rta inde.pe .nde.nsi dan kualifikasi anggota DPS. 

Ke .be.radaan me.kanisme. audit syariah yang e.fe.ktif dan diungkapkan dalam laporan 

ke .uangan juga me.nunjukkan komitme.n LKI te .rhadap akuntabilitas syariah. Se.lain itu, 

re.sponsivitas LKI te.rhadap harapan dan ke.butuhan informasi para pe.mangku 

ke .pe.ntingan me.njadi aspe.k pe .nting dalam praktik akuntabilitas. Hal ini dapat te.rce.rmin 

dalam pe.nye.diaan informasi tambahan yang diminta ole .h pe.mangku ke.pe .ntingan, 

pe .nye.le.nggaraan pe.rte.muan atau forum komunikasi, se .rta me.kanisme. pe .nanganan 

ke .luhan dan pe.ngaduan (Rahman, 2024).  

Praktik akuntabilitas di LKI Indone .sia me.nunjukkan variasi. Be.be .rapa LKI 

te.lah me.ngadopsi praktik yang baik de.ngan me.nyajikan laporan manaje.me.n yang 

informatif, opini DPS yang je.las dan te.gas, se.rta me.kanisme. re.sponsif te.rhadap 

pe .mangku ke.pe.ntingan. Namun, te.rdapat juga LKI yang masih te.rbatas dalam 

me.mbe.rikan pe.nje.lasan yang me.ndalam me.nge.nai kine .rja dan ke.patuhan syariah, se.rta 

kurang proaktif dalam me .libatkan pe.mangku ke.pe .ntingan. Faktor-faktor se.pe.rti budaya 

organisasi, komitme.n manaje.me.n te.rhadap prinsip syariah, dan te.kanan dari pe.mangku 

ke .pe.ntingan me.mpe.ngaruhi tingkat akuntabilitas dalam pe.laporan ke.uangan LKI. 
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Pe .ningkatan akuntabilitas me.me.rlukan adanya ke.sadaran yang kuat dari manaje .me.n, 

dukungan dari re.gulasi yang me.madai, se.rta partisipasi aktif dari para pe.mangku 

ke .pe.ntingan dalam me.nyampaikan harapan dan ke.butuhan informasi me.re .ka.  

Akuntabilitas dalam pe.laporan ke.uangan syariah juga te.rce.rmin dalam 

pe .ngungkapan te.rkait pe.nge .lolaan dana-dana khusus se.pe .rti dana zakat dan dana 

ke .bajikan. Laporan me.nge .nai sumbe.r, pe.nggunaan, dan pe.nyaluran dana-dana ini 

me.nunjukkan pe.rtanggungjawaban LKI dalam me.njalankan fungsi sosialnya se.suai 

de .ngan prinsip syariah. Transparansi dalam pe.nge.lolaan dana ini, te.rmasuk krite.ria 

pe .ne.rima dan me.kanisme . pe.nyalurannya, me.njadi krusial untuk me.mbangun 

ke .pe.rcayaan masyarakat te.rhadap pe.ran sosial LKI. Se .lain itu, me.kanisme. tata ke .lola 

pe .rusahaan (Good Corporate. Gove .rnance.) yang diungkapkan dalam laporan ke.uangan 

juga be.rkontribusi pada praktik akuntabilitas LKI. Informasi me.nge.nai struktur de .wan 

komisaris dan de.wan pe.ngawas syariah, prose.s pe.ngambilan ke.putusan, me.kanisme. 

pe .nge.ndalian inte .rnal, se.rta ke.bijakan e.tika dan be.nturan ke.pe .ntingan me.mbe .rikan 

gambaran me.nge.nai bagaimana LKI dike.lola dan dipe.rtanggungjawabkan. 

Pe .ngungkapan yang kompre .he.nsif me.nge.nai aspe.k-aspe .k tata ke.lola ini me.ningkatkan 

ke .pe.rcayaan pe.mangku ke .pe.ntingan bahwa LKI dijalankan se.cara profe .sional, 

be .rtanggung jawab, dan se.suai de.ngan prinsip-prinsip syariah (Rahman, 2024).  

Pada konteks akuntabilitas Lembaga Keuangan Islam (LKI) di Indonesia, 

penting untuk menyoroti peran informasi teknologi dalam meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas. Dengan kemajuan teknologi, LKI dapat memanfaatkan sistem 

informasi yang canggih untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan tepat 

waktu. Penggunaan platform digital untuk menyampaikan informasi kepada para 

pemangku kepentingan tidak hanya mempercepat proses pelaporan, tetapi juga 

memungkinkan interaksi yang lebih baik antara LKI dan masyarakat. Misalnya, portal 

online yang menyediakan akses mudah ke laporan keuangan, informasi tentang produk 

syariah, dan mekanisme pengaduan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan 

memperkuat akuntabilitas LKI. 

Selain itu, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di LKI juga 

merupakan faktor kunci dalam meningkatkan praktik akuntabilitas. Manajemen yang 

memahami prinsip-prinsip syariah dan akuntabilitas keuangan akan lebih mampu 

menyusun laporan yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan pemangku 

kepentingan. Investasi dalam pelatihan dan pendidikan bagi karyawan, terutama di 

bidang akuntansi syariah dan manajemen risiko, sangatlah penting. Sehingga 

meningkatnya kompetensi sumber daya manusia maka  LKI dapat memastikan bahwa 

laporan keuangan yang disajikan tidak hanya memenuhi standar akuntansi, tetapi juga 

mencerminkan nilai-nilai etis dan prinsip syariah yang dipegang teguh. 

 Klaborasi antara LKI dan lembaga pengawas serta regulator juga sangat 

penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Kerjasama ini dapat menciptakan kerangka 

kerja yang lebih baik untuk pengawasan dan evaluasi praktik akuntabilitas di LKI. 

Dengan adanya peraturan yang jelas dan dukungan dari lembaga pengawas, LKI dapat 

dengan mudah memenuhi tuntutan akuntabilitas yang diharapkan oleh masyarakat. 

Selain itu, umpan balik dari regulator dapat membantu LKI dalam mengidentifikasi area 
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yang perlu diperbaiki dan mengembangkan praktik yang lebih baik dalam pelaporan 

keuangan dan kepatuhan syariah 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas 

Pelaporan Keuangan LKI di Indonesia.  

Tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pe.laporan ke.uangan Le .mbaga 

Ke .uangan Islam (LKI) di Indone .sia dipe.ngaruhi ole .h be.rbagai faktor yang dapat 

diklasifikasikan me.njadi faktor inte.rnal dan e.kste.rnal. Faktor inte.rnal yang signifikan 

me.liputi karakte.ristik pe.rusahaan se.pe .rti ukuran LKI, usia ope.rasional, dan struktur 

ke .pe.milikan. LKI yang le .bih be.sar ce.nde .rung me.miliki sumbe.r daya yang le .bih 

me.madai untuk me.ngadopsi praktik pe.laporan yang le.bih kompre.he .nsif dan transparan. 

Struktur ke.pe .milikan, se.pe .rti ke.pe .milikan ole.h pe .me.rintah atau inve.stor institusional, 

juga dapat me.mbe.rikan te.kanan yang le.bih be.sar untuk me.ningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas. Se.lain itu, kualitas tata ke.lola pe.rusahaan (Good Corporate. Gove.rnance.) 

yang kuat, te.rmasuk ke.be.radaan komite. audit yang e.fe .ktif dan de.wan pe .ngawas syariah 

yang inde.pe.nde .n dan kompe .te.n, se.cara positif be.rkore .lasi de.ngan tingkat transparansi 

dan akuntabilitas pe.laporan (Nur, 2024).  

Faktor e.kste.rnal yang be .rpe.ran pe.nting me.liputi te.kanan re.gulasi dan 

pe .ngawasan dari otoritas te.rkait, se.pe.rti Otoritas Jasa Ke.uangan (OJK) dan Bank 

Indone .sia (untuk bank syariah). Re.gulasi yang le.bih ke .tat dan pe.ne .gakan hukum yang 

e .fe.ktif me.ndorong LKI untuk me.matuhi standar pe.laporan yang le.bih tinggi. Pe.rsaingan 

dalam industri ke.uangan syariah juga dapat me.njadi pe.ndorong transparansi dan 

akuntabilitas. LKI yang be.rope.rasi dalam lingkungan yang kompe.titif mungkin me.rasa 

pe .rlu untuk me.ningkatkan kualitas pe.laporan me.re .ka guna me.narik inve.stor dan 

de .posan. Le.bih lanjut, tuntutan dan harapan dari para pe .mangku ke.pe.ntingan, te.rmasuk 

inve.stor, de.posan, analis ke.uangan, dan masyarakat umum, turut me.mpe.ngaruhi tingkat 

transparansi dan akuntabilitas. LKI yang re.sponsif te.rhadap ke.butuhan informasi 

pe .mangku ke.pe .ntingan ce.nde .rung me.nyajikan laporan ke.uangan yang le.bih informatif 

dan akuntabe.l.  

Se .lain faktor-faktor te.rse.but, kualitas sumbe.r daya manusia dan siste.m 

informasi akuntansi yang dimiliki LKI juga me.mainkan pe.ran krusial. Ke.te .rse.diaan staf 

akuntansi yang kompe.te.n dan me.miliki pe.mahaman yang me.ndalam me.nge.nai prinsip-

prinsip akuntansi syariah se.rta siste.m informasi akuntansi yang canggih dan te.rinte .grasi 

akan me.mfasilitasi pe.nyusunan laporan ke.uangan yang akurat, re.le.van, dan te.pat waktu. 

Me.lalui budaya organisasi dan komitme.n manaje.me .n te.rhadap prinsip-prinsip syariah 

dan e.tika bisnis juga me .njadi faktor pe.ne.ntu. Organisasi de.ngan budaya yang 

me.njunjung tinggi ke.jujuran, inte.gritas, dan tanggung jawab ce.nde .rung me.miliki 

tingkat transparansi dan akuntabilitas pe.laporan yang le.bih baik. Inte.raksi komple.ks 

antara faktor-faktor inte.rnal dan e.kste.rnal inilah yang me.mbe.ntuk lanskap praktik 

transparansi dan akuntabilitas pe.laporan ke.uangan LKI di Indone.sia.  

Adopsi dan imple.me.ntasi Standar Akuntansi Ke.uangan Syariah (SAKS) se.cara 

konsiste .n dan kompre.he .nsif me.rupakan faktor signifikan yang me.mpe.ngaruhi 

transparansi dan akuntabilitas. Kualitas inte.rpre.tasi dan pe.ne.rapan SAK Syariah ole .h 

manaje.me.n LKI akan me .ne.ntukan se.jauh mana laporan ke .uangan me.nyajikan informasi 

yang re.le.van dan se.suai de .ngan prinsip syariah. Pe .rbe.daan dalam pe.mahaman dan 
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imple.me.ntasi standar dapat me.nye .babkan variasi dalam praktik pe.laporan antar LKI, 

yang pada akhirnya me.mpe .ngaruhi tingkat komparabilitas dan transparansi se.cara 

ke .se.luruhan. Se.hingga upaya sosialisasi, pe.latihan, dan pe.ne .gakan ke .patuhan te.rhadap 

SAK Syariah me.njadi krusial dalam me.ningkatkan kualitas pe.laporan ke.uangan syariah 

di Indone.sia.  

Se .lain itu, faktor-faktor konte.kstual se.pe.rti tingkat pe.rke.mbangan pasar 

ke .uangan syariah di Indone .sia dan tingkat lite.rasi ke.uangan syariah di kalangan 

pe .mangku ke.pe.ntingan juga turut be.rpe .ran. Pasar ke .uangan syariah yang se.makin 

matang dan sophisticate.d ce.nde .rung me.nuntut tingkat transparansi dan akuntabilitas 

yang le.bih tinggi dari LKI. Maka para pe.mangku ke.pe.ntingan yang me.miliki 

pe .mahaman yang baik me.nge.nai prinsip-prinsip ke.uangan syariah akan le.bih mampu 

me.nge.valuasi kualitas pe.laporan dan me.nuntut akuntabilitas yang le.bih be.sar (Amaliah 

& Sentiana, 2025).  

Pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap transparansi dan akuntabilitas 

Lembaga Keuangan Islam (LKI) di Indonesia, penting untuk menyoroti peran budaya 

organisasi yang kuat. Budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai transparansi, 

integritas, dan akuntabilitas akan mendorong seluruh anggota organisasi untuk 

berkomitmen pada praktik pelaporan yang baik. Ketika manajemen dan karyawan 

memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya akuntabilitas, sehingga cenderung 

lebih proaktif dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan informatif. Selain itu, 

budaya yang mendorong komunikasi terbuka dan umpan balik dari pemangku 

kepentingan juga dapat meningkatkan kualitas laporan, karena LKI akan lebih responsif 

terhadap kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan (Prasetyo, 2024).  

Selain melakukan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi staf 

akuntansi dan manajemen juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas. Melalui pelatihan yang memadai tentang prinsip-prinsip 

akuntansi syariah dan praktik terbaik dalam pelaporan keuangan, LKI dapat 

memastikan bahwa staf yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

untuk menyusun laporan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, 

pelatihan ini juga dapat mencakup aspek etika bisnis dan kepatuhan syariah, sehingga 

staf tidak hanya memahami angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi juga konteks 

moral dan etika di baliknya. Sehingga investasi dalam pengembangan sumber daya 

manusia akan berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan dan, pada 

gilirannya, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. 

 Mempertimbangkan dampak informasi teknologi dalam meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas LKI. Dengan memanfaatkan sistem informasi akuntansi 

yang canggih dan terintegrasi, LKI dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih 

akurat dan tepat waktu. Teknologi juga memungkinkan LKI untuk menyediakan akses 

yang lebih baik kepada pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan, sehingga 

dapat melakukan evaluasi yang lebih baik terhadap kinerja LKI. Selain itu, penggunaan 

platform digital untuk komunikasi dan interaksi dengan pemangku kepentingan dapat 

meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab LKI terhadap kebutuhan informasi 

(Raju, 2022).  
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Peran lembaga pengawas dan regulator dalam meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas LKI tidak dapat diabaikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank 

Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menetapkan regulasi yang jelas dan 

memastikan bahwa LKI mematuhi standar pelaporan yang ditetapkan. Dengan adanya 

pengawasan yang ketat, LKI akan lebih terdorong untuk meningkatkan kualitas laporan 

keuangan. Regulator juga dapat memberikan pedoman dan dukungan teknis kepada LKI 

dalam menerapkan praktik terbaik dalam akuntabilitas. Selain itu, sanksi yang tegas 

terhadap pelanggaran dapat berfungsi sebagai pendorong bagi LKI untuk lebih patuh 

terhadap regulasi dan meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan. 

Kolaborasi antara LKI dan lembaga penelitian atau akademisi juga dapat 

berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Melalui penelitian dan 

kajian yang dilakukan oleh akademisi, LKI dapat memperoleh wawasan dan 

rekomendasi yang berharga mengenai praktik terbaik dalam pelaporan keuangan dan 

akuntabilitas. Kerjasama ini dapat menciptakan forum diskusi yang memungkinkan LKI 

untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam praktik akuntabilitas. 

4. KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

     Be.rdasarkan hasil uraian ke.simpulan yang dapat diambil dalam pe.ne .litian ini 

yaitu: 

1. Transparansi dan akuntabilitas me.rupakan prinsip fundame.ntal dalam ke.uangan 

syariah yang me.landasi e.tika ope.rasional dan pe .laporan LKI. Transparansi 

me.mastikan ke.te.rbukaan informasi ke.uangan dan non-ke .uangan yang re.le.van, 

akurat, dan te.pat waktu, se.me.ntara akuntabilitas me.ne .kankan ke.wajiban LKI untuk 

me.mpe.rtanggungjawabkan tindakan dan kine.rjanya se.suai de.ngan prinsip syariah 

dan pe.raturan yang be.rlaku. Ke .dua prinsip ini e .se .nsial untuk me.mbangun 

ke .pe.rcayaan dan le.gitimasi di mata se.luruh pe.mangku ke .pe.ntingan. 

2. Pe .laporan ke.uangan syariah me.miliki karakte.ristik unik yang me.mbe.dakannya dari 

pe .laporan konve.nsional, de .ngan implikasi signifikan te.rhadap transparansi dan 

akuntabilitas. Pe.ngungkapan khusus te.rkait ke.patuhan syariah, pe.nge .lolaan dana 

zakat dan ke.bajikan, se.rta pe.nggunaan akad-akad syariah me .nuntut tingkat 

transparansi yang le.bih luas. Standar Akuntansi Ke .uangan Syariah (SAKS) be.rpe .ran 

pe .nting dalam me.mfasilitasi hal ini, me.skipun tantangan harmonisasi dan 

inte.rpre.tasi masih pe.rlu diatasi. 

3. Praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pe.laporan ke.uangan LKI di Indone .sia 

me.nunjukkan variasi yang dipe.ngaruhi ole .h faktor inte.rnal dan e.kste.rnal. Ukuran 

LKI, tata ke.lola pe.rusahaan, adopsi SAK Syariah, te.kanan re.gulasi, tuntutan 

pe .mangku ke.pe .ntingan, kualitas sumbe.r daya manusia, dan budaya organisasi 

me.rupakan faktor-faktor yang be.rpe.ran dalam me.ne.ntukan tingkat pe.ngungkapan 

dan pe.rtanggungjawaban LKI. 

4. Pe .rse.psi dan harapan pe.mangku ke.pe.ntingan te.rhadap transparansi dan akuntabilitas 

pe .laporan ke.uangan LKI me.njadi pe.nting untuk die.valuasi. Pe.mahaman me .nge .nai 

ke .butuhan informasi dari de .posan, inve.stor, dan masyarakat umum dapat me.mbantu 
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me.ngide.ntifikasi ke.se.njangan antara informasi yang disajikan dan yang dibutuhkan, 

se.hingga me.ndorong LKI untuk me.ningkatkan kualitas pe.laporan me.re .ka. 

5. Pe .ningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pe .laporan ke.uangan syariah 

me.miliki implikasi positif te .rhadap ke.pe .rcayaan pe .mangku ke.pe .ntingan dan 

pe .rtumbuhan se.ktor ke.uangan Islam di Indone .sia. Pe .laporan yang transparan dan 

akuntabe.l dapat me.ningkatkan re.putasi LKI, me.narik le.bih banyak inve.stor dan 

de .posan, se.rta be.rkontribusi pada stabilitas dan ke.be .rlanjutan industri ke.uangan 

syariah se.cara ke.se.luruhan. Upaya be.rke.lanjutan dipe.rlukan untuk me .ngatasi 

tantangan dan me.manfaatkan pe.luang dalam me.ningkatkan praktik pe.laporan 

ke .uangan syariah di Indone.sia. 

B. Saran 

Be .rdasarkan hasil dan ke.simpulan pe.ne .litian ini, pe.ne .liti me.mbe.rikan be.be .rapa 

saran antara lain: 

1. Pe.ningkatan Kualitas dan Konsiste.nsi Imple.me.ntasi SAK Syariah: Pe.rlu 

adanya upaya be.rke.lanjutan dalam sosialisasi, pe.latihan, dan pe.ne.gakan 

ke.patuhan te.rhadap Standar Akuntansi Ke.uangan Syariah (SAKS) di se.luruh 

LKI. Hal ini be.rtujuan untuk me.ngurangi variasi dalam inte.rpre.tasi dan 

imple.me.ntasi standar, se.hingga me.ningkatkan komparabilitas dan kualitas 

informasi yang disajikan. Otoritas te.rkait dapat me.mainkan pe.ran yang le.bih 

aktif dalam me.mastikan imple.me.ntasi yang konsiste.n. 

2. Pe.nguatan Me.kanisme. Pe.ngawasan Syariah dan Tata Ke.lola: Pe.ran De.wan 

Pe.ngawas Syariah (DPS) pe.rlu dipe.rkuat me.lalui pe.ningkatan inde.pe.nde.nsi, 

kompe.te.nsi anggota, dan ke.je.lasan mandat. Opini DPS dalam laporan 

ke.uangan he.ndaknya le.bih de.tail dan te.gas dalam me.mbe.rikan ke.yakinan atas 

ke.patuhan syariah. Se.lain itu, praktik tata ke.lola pe.rusahaan yang baik (GCG) 

yang se.laras de.ngan prinsip syariah pe.rlu te.rus ditingkatkan dan diungkapkan 

se.cara transparan. 

3. Pe.ningkatan Pe.ngungkapan Informasi Non-Ke.uangan: LKI pe.rlu 

me.ningkatkan pe.ngungkapan informasi non-ke.uangan yang re.le.van de.ngan 

prinsip syariah, se.pe.rti rincian pe.nge.lolaan dana zakat dan ke.bajikan, dampak 

sosial dan lingkungan, se.rta praktik tata ke.lola syariah. Pe.ngungkapan ini 

pe.nting untuk me.me.nuhi harapan pe.mangku ke.pe.ntingan yang se.makin 

me.ningkat te.rhadap tanggung jawab sosial dan e.tika LKI. 

4. Pe.ningkatan Re.sponsivitas te.rhadap Ke.butuhan Pe.mangku Ke.pe.ntingan: LKI 

pe.rlu le.bih proaktif dalam me.mahami dan me.re.spons ke.butuhan informasi 

dari be.rbagai ke.lompok pe.mangku ke.pe.ntingan. Hal ini dapat dilakukan 

me.lalui surve.i, forum komunikasi, atau me.kanisme. umpan balik lainnya. 

Pe.nye.diaan informasi tambahan yang re .le.van dan mudah diakse.s dapat 

me.ningkatkan ke.pe.rcayaan dan akuntabilitas. 

5.  Pe.nge.mbangan Kapasitas Sumbe.r Daya Manusia: Inve.stasi dalam 

pe.nge.mbangan kapasitas sumbe.r daya manusia di bidang akuntansi syariah 
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dan pe.mahaman prinsip syariah pe.rlu ditingkatkan. Pe.latihan dan se.rtifikasi 

profe.sional di bidang ke.uangan syariah dapat me.mbantu me.ningkatkan 

kualitas pe.nyusunan laporan ke.uangan yang transparan dan akuntabe.l. 
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Alhamdulillah puji syukur ke.hadirat Allah SWT, akhirnya artikel ini dapat te.rse.le .saikan. 

Ucapan te.rima kasih yang se.be .sar-be.sarnya saya  ke.pada dose.n pe.mbimbing yaitu Bapak Fadly 

Yashari Soume.na, S.E.., M.Si. Atas bimbingan, arahan, motivasi, dan ke.sabaran Bapak yang tak 

te.rnilai se.lama prose.s pe.nyusunan jurnal ini, saya me.ngucapkan te.rima kasih yang se.tulus-

tulusnya. Ilmu dan nasihat yang Bapak be.rikan te.lah me.njadi pilar utama dalam me.nye.le .saikan 

karya ilmiah ini. Se.moga Allah SWT se.nantiasa me.limpahkan rahmat dan ke.be .rkahan ke.pada 
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